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PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR640/Kep.618-DPKPP/2021

TENTANG

PENETAPANDANPENYERAHANPRASARANASARANAUTILITAS
PERUMAHANMUNJUL INDAH

DARIKETUAFORUMKOMUNIKASIWARGA
PERUMAHANMUNJUL INDAH

KEPADAPEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan
prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan
permukiman perlu dil",kukan penyediaan dan
penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan
dan permukiman dad pengemba..l1gkepada Pemerinta.h.
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, serta sesuai ketentuan
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 86 Tahun 2020
tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten
Majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
l\ifoiolpnglra tpn;-anrr Penuprahan Prasarana Qor"'•..•aJ..Vl~J""''''_.L","- .••.....•..•.•....•.6 .J""'" .•..•.. .1..... .•. v Ci...i..•.

Utilitas Perumahan IvIunjul Indah Dari Ketua Forum
Komunikasi Warga Perumahan Munjul Indah Kepada
Pemerintah Kabupaten IvIajalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkllllgan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
d;u-"h~"h r1=ng~~TTnd~ngUndar~ l\T~m~rA 'T'~"h,,~ '968.1 UCU.L U\""J. Q.l..L U .L "0. - .L .15 l""vJ.J. v .,. ~a...L.!.u..'!'J. ~

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
!'Jomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2



2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tnrlon""s;a]\Tomo" Ll0Ll7)'.L.L....... ..L '-'.L 'I .L.L 14J " ,

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 207 Namor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tfu"'1.un2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
5188);

8. Undang-Undang 1'"Jomor20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);

9. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerfu~
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomar 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan
Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

12. Peraturan 3

j
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penye1enggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2016 Nomar 101, Ta..mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pemban~llnan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah
KabupatenjKota;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 jPRTjMj2018
Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomar 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 86 Tahun 2020
tentang Penyediaan dan Penyeraha...1'1Prasarana Sarana
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 89).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Penyerahan
Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan untuk Warga
Perumahan Munjul Indah Kelurahan Majalengka Kulon
Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dari Ketua
Forum Komunikasi Warga Perum Munjul Indah kepada
Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 05-
PSUjDPKPPj2021 Tanggal26 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU: .4



KESATU

KEDUA

4

Menetapkan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas
Perumahan Munjul Indah Dari Ketua Forum Komunikasi
Warga Perumahan Munjul Indah Kepada Pemerintah
Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2.1 Juni 2021

BUPATIMAJALENGKA,

KARNASOBAHI



LAMPlRANKEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR 640/Kep.618-DPKPP/2021
TANGGAL 21 Juni 2021
TENTANG PENETAPAN DAN PENYERAHAN PRASARANASARANA UTILITAS PE:RUMAHANMUNJUL INDAH DARI KETUA FORUM KOMUNlKASI WARGA

PERUMAHANMUNJUL INDAHKEPADAPEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA

PRASARANASARANAUTILITASPERUMAHANMUNJUL !NDAHYANGDISERAHTERIMAKAN
DARIFORUM KOMUNlKASIWARGAPERUM MUNJUL !NDAHKEPADAPEMERINTAHKl\.BUPATENMAJALENGKA

-- SPESIFlKASI JUMLAH

Nomor Tahun Ukuran Barangl Keadaan
Bahan Konstruksi Satuan Barang

Urut Nama I Jenis Barang Kriteria PSU Penggunaanl Lokasi No. Sertifikat, Tanggal Perolehan (P.SP.D) (B/KB/RB) Bro'ang Harga (Rp)

-
Tanah -

1 Tanah Jalan & Drainase Prasarana J alan & Drainase Proses Pengaiuan 1985 L: 3.895 MO Baik 1 2.091.480.750-
2 Tanah Pos J aga Sarana Pos Jaga Proses Pengajuan 1985 L: 14 MO Balk 1 7.351.530-
3 Tanah Sarana 01ahraga Sarana Lap volley & Futsal Proses Pengaiuan 1985 L: 269 MO Baik 1 144.506.700-
4 Tanah Masjld Sarena Masjid Proses Pengajuan 1985 L: 255 MO Baik 1 136.935.000
5 Tanah TPA/TK Sar~U1a TPAI TK Proses Pengajuan 1985 L: 50 MO Baik 1 26.850.000- -

JUMLAHTANAH 4.483 2.407.123.980-
Bangunan ---__ 1 Pos Jaga Sarana RT. 3/RW. 13 Proses Pengajuan 2002 L: 9 MO Baik 1 22.500.000

2 Sarana Ola?raga Sarana RT. 3{RW. 13 Proses Pengaiuan 2012 L: 153 MO Baik 1 229.500.000- -
3 Mesjid Sarena RT. 3/RW. 13 Proses Pengajuan 1987 L: 211 MO Baik 1 382.500.000-

f-- 4 TPA/TK Sarana RT. 3/RW. 13 Proses Pengajuan 2012 L: 50 MO Baik 1 125.000.000-
JUMLAH BANGUNAN 423 759.500.000

Jalan -RT. 21.RW. 131 Jalan Kaweni Prasarana Proses PengaJ:uan Tee1ford/Batu :15/20 2020 L: 646 M3 Baik 1 33.573.280
LPA/Aggregat A 15 em L: 202 M3 Baik 1 12.493.620- - Ae-We/ Asual L: 1058 MO Baik 1 239.040.200- Teelford/Batu 15/202 Jalan Manggis Prasarana RT. 1 & 2/RW.13 __ Proses Pengaiuan 2015 L: 39 M3 Baik 1 2.024.880- -
LPA/Aegregat A 15 em L: 29 M3 Baik 1 1.811~- - -

Ae-Wel Asnal L: 153 MO Balk 1 34.66~~-
3 J alan Simanalagi Prasarana RT. l/RW. 13 __ Proses Pengaiuan Tee1ford/Batu :15/20 2015 L: 111 M3 Baik 1 5.790.720

LPA/Aggregat A 15 em L: 84 M3 Baik 1 5.178.240-- Ae-Wei Asnal L: 235 MO Baik 1 53.087.400- -



4 Jalan Anggur Prasarana RT. 2 & 3/RW.13 Proses Pengajuan Teelford/Batu 15/20 2015 L: 51 M3 Baik 1 2.660.840
LPA/Aggregat A 15 em L: 38 M3 Baik 1 2.379.560

Ae-We/ Aspal L: 155 M2 Baik 1 34.962.200
5 Jalan Harumanis Prasarana RT. 1 &3/RW.13 Proses Pengajuan Teelford/Batu 15/20 2015 L: 216 M3 Baik 1 11.233.040

LPA/Aggregat A 15 em L: 162 M3 Baik 1 10.045.240
Ae-We/ Aspal L: 401 M2 Baik 1 90.666.680

6 J alan Delima Prasarana RT. 3/RW. 13 Proses Penga,juan Teelford/Batu 15/20 2015 L: 39 M3 Baik 1 2.050.880
LPA/AggregatA 15 em L: 30 M3 Baik 1 1.833.960

Ae-We/ Aspal L: 145 M2 Baik 1 32.770.000
7 Jalan Sarikaya Prasarana R1'. 3/RW. 13 Proses Pengajuan Teelford/Batu 15/20 2015 L: 39 M3 Baik 1 2.050.880

" LPA/Aggregat A 15 em L: 30 M3 Baik 1 1.833.960
Ae-We/Aspal L: 150,80 M2 Baik 1 34.080.800

JUMLAHBANGUNANJALAN
Teelford &Aeregat 1716 M3 94.960.120

Aspal 2298 M2 519.275.680 ;~I
Bangunan Air/ lrigasi
" 1 Drainase Prasarana 1 Proses Pengajuan I L: 2601 M3 Baik I 1 I 182.000.000

,~

JUMLAHDRAINASE 2601 M3 I I 182.000.000
A

Instalasi
';

1 IpJU Utilitas Tersebar Proses Pengajuan I 1985 L: 111 Titik Baik I 11 11'.000.000 .i;\~

JUMLAHINSTALASI 111 Titik 1 11.000.000 }f
JUMLAHTOTAL 3.973.859.780',1

BUPATIMAJALENGKA,
!

';

KARNA SC'}BAHT
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